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PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI KAMBANG
DI WILAYAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

bahwa kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai
(DAS) Kambang di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan
semakin mengkhawatirkan dan berdampak pada
ketidakseimbangan serta kerusakan €kosistem, untuk itu
perlu dikelola secara terpadu, menyelurubes dan
berkelanjutan;

bahwa agar pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
Kambang dapat dilakukan secara optimal, perlu dibentuk
tim Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kambang
secara partisipatif dengan melibatkan para pihak terkait
dari hulu sampai hilir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan
Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim
Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
Kambang di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis
Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor i) Jo
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3419);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik

| Indonesia Nomor 3887) sebagaimana telah diubah dengan
i Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
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